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PUTUSAN

Nomor0882/Pdt.G/2020/PA.Tgm

الرحيـــــــــــــــــم    الرحمن الله بســــــــــــــــــــم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

      Pengadilan  Agama Tanggamus yang memeriksa  dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Eka Safitri binti Sarjianto, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan  mengurus  rumah  tangga,  tempat  tinggal

Pekon  Sirna  Galih  Kecamatan  Ulubelu  Kabupaten

Tanggamus,  memberikan  kuasa  kepada  RIVAL

TINALDY,  SH.  Advokat/Pengacara  dan  Konsultan

Hukum  pada  KANTOR  HUKUM   METRO  yang

beralamat  di  Margorejo  Lk  V  RT  020  RW020

Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, berdasarkan

surat  kuasa  khusus  bernomor  :  150/S.KU/X/2020

tertanggal 14 November  2020, selanjutnya disebut

sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

Nursali  bin  Karjan,  umur  30  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Tani,  tempat  tinggal   Pekon  Sirna  Galih

Kecamatan  Ulubelu  Kabupaten  Tanggamus,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

bahwa  Penggugat  berdasarkan  surat  gugatannya  tertanggal  01

Desember  2020  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Tanggamus,  dengan  Nomor  0882/Pdt.G/2020/PA.Tgm,  telah  mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  tanggal  17  April  2011,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Ulubelu,  Kabupaten  Tanggamus,
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sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/40/VI/2011, tanggal 07

April 2011;

2. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  saat  menikah  berstatus  perawan  dan

jejaka;

3. Bahwa,  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

kediaman orang tua Penggugat;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah

melakukan  hubungan  badan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  (ba’da

dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Indah widia ningsih Umur 8

tahun;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun

sejak bulan Januari 2017  mulai goyah karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat Kurang Perhatian Terhadap Keluarga;

b. Tergugat sering bersikap Kata kasar

c. Tergugat Kurang memberi nafkah sehingga Penggugat ikut membantu

membanting tulang demi mencukupi kebutuhan keluarga;

6. Bahwa,  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  ini  terus  berlanjut

bahkan  makin  sering  dengan  sebab  yang  sama  seperti  penyebab

pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar

demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan juli  2017 karena

terjadi  pertengkaran  yang  disebabkan  dengan  alasan  yang  sama,

karenanya,  sejak  bulan  juli  2017  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pisah

tempat  tinggal,  Penggugat  pulang  kerumah  keluarga  penggugat,

sedangkan Tergugat pulang kerumah keluarga Tergugat hingga sekarang;

8. Bahwa,  selama  perselisihan  tersebut  kedua  belah  pihak  sudah  pernah

diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9. Bahwa,  berdasarkan  uraian  tersebut,  Penggugat  menganggap  bahwa

rumah  tangga  ini  sudah  sulit  untuk  kembali  seperti  sedia  kala  dalam

keadaan  rukun  dan  harmonis,  oleh  karenanya  Penggugat  menganggap

bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
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10. Bahwa Penggugat  sanggup membayar  seluruh biaya yang timbul  akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan  putus  hubungan  hukum  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  tidak  datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

sah,  meskipun  menurut  relaas  panggilan  tanggal  02  Desember  2020  dan

tanggal  11  Desember  2020  yang  dibacakan  di  persidangan  telah  dipanggil

secara resmi dan patut; 

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun Penggugat tidak pernah hadir di

muka  sidang,  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini  ditunjuk kepada

berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat tidak  pernah  datang  menghadap  di

persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  namun  ketidakhadirannya  tidak  beralasan  hukum,
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maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat  gugatan Penggugat dianggap gugur

serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh

berperkara, sehingga cukup alasan untuk  menggugurkan perkara  Penggugat

tersebut;

Menimbang,  bahwa  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun   2009,  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara  nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Tgm  gugur;

2. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  pada  hari  Rabu tanggal  16  Desember  2020 M.  bertepatan  dengan

tanggal  30 Rabiul Tsani 1442 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama

Tanggamus yang terdiri dari  Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis,

Ade  Ahmad  Hanif,  SHI. dan  Maswari,  SHI.,MHI. masing-masing  sebagai

Hakim  Anggota,  didampingi  Fajri  Nur,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,

putusan  tersebut  pada  hari  itu  juga  diucapkan  dalam sidang  terbuka  untuk

umum, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA  MAJELIS,

Ttd

Achmad Iftauddin, S.Ag.

HAKIM  ANGGOTA,
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Ttd ttd

Ade Ahmad Hanif, SHI. Maswari, SHI.,MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Fajri Nur, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Biaya pendaftaran Rp.   30.000,-

b. Panggilan pertama P dan T Rp.   20.000,-

c. Biaya redaksi Rp.   10.000,-

d. Pemberitahuan isi putusan Rp.   10.000,-

2. Biaya Proses/ATK Rp.   50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 400.000,-

4. Biaya pemberitahuan isi putusan Rp. 200.000,-

5. Biaya materai                                            Rp.               6.000  ,  -  

J U M L A H Rp.      726.000,-

                               (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)
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